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(Research Paper) atau artikel ulasan (Review) dan resensi buku (Book Review), baik dalam bahasa 
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CARA PENGIRIMAN NASKAH 

Penulis mengirimkan 2 (dua) eksemplar naskah serta CD berisi naskah tersebut ke alamat redaksi: 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah 

No. 91 Banda Aceh 23245, Telepon 0651-21023, Fax. 0651-21023, e_mail: 

jurnalfeunmuha@yahoo.com. 

 

FORMAT NASKAH 

Naskah yang dikirim terdiri atas 15 s/d 20 halaman kuarto (A4) dengan spasi 1,5, huruf Times New 

Roman font 12. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, 

lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor 

urut, judul, dan sumber kutipan. Naskah dibuat dalam bentuk 2 kolom kecuali abstrak. Naskah 

diserahkan dalam bentuk hardcopy (print out) dan softcopy dalam CD. Sistematika penulisan 

disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di Jurnal Akuntansi Muhammadiyah 

(JAM) Aceh. Naskah yang masuk dikategorikan kedalam tiga kategori, artikel hasil penelitian, 

artikel ulasan dan artikel resensi buku. Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel 

adalah sebagai berikut: 

 

A. Sistematika Naskah Artikel Hasil Penelitian 

Judul Naskah 

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lebih kurang 200 kata, dan 

disertai kata kunci (key word), maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu 

paragraf. 

I. PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan. 

II. KAJIAN KEPUSTAKAAN 

Berisikan referensi yang berhubungan dengan penelitian 

III. METODE PENELITIAN 

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, antara lain meliputi 

spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, 

dan analisis data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

B. Sistematika Naskah Artikel Ulasan 

Judul Naskah 

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan disertai dengan kata kunci 

(key word)maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf. 

I. PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan 

II. PEMBAHASAN 

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

C. Sistematika Naskah Artikel Resensi Buku 

Naskah ditulis di atas kertas kuarto (A4), terdiri dari 5 s/d 7 halaman, dengan spasi ganda. 

Naskah dilengkapi dengan sac sampul buku diresensi. 

Sumber Kutipan 

1. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (bodynote atau sidenote). 

2. Sumber kutipan yang berasal dari website ditulis dengan susunan sebagai berikut: Nama 

penulis, judul tulisan (“...”), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download. 

 

Daftar Pustaka 

Penulisan daftar Pustaka disusun alfabetis dengan susunan publisitas. 
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ANALISIS DETERMINAN PAJAK DAERAH TERHADAP 

 PENDAPATAN ASLI DAERAH 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, seperti Pajak 

Kendaraan Bermotor (PPKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Populasi 

penelitian meliputi seluruh jumlah Pendapatan Pajak Daerah di Provinsi Aceh, yaitu PPKB, 

BBNKB, PBBKB, PAP dan PAD dari tahun 2017-2019. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah 

di Provinsi Aceh. Namun, pajak air permukaan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah. Namun, ketika semua variabel pajak tersebut diuji secara 

simultan, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan terdapat pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh pada Periode 2017-2019. 

 

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

dan Pajak Air Permukaan. 

 

ANALYSIS OF DETERMINANTS OF LOCAL TAXES ON  

REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN  

ACEH PROVINCE. 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to examine and analyze the influence of Local Taxes, such as Vehicle Tax 

(PPKB), Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB), Vehicle Fuel Tax (PBBKB), and Surface Water 

Tax (PAP), on Regional Original Revenue (PAD) in the Aceh Province. The data used in this 

study are secondary data obtained from the office of the Aceh Financial Management Agency 

(BPKA). The population of the study includes the total amount of local tax revenue in the Aceh 

Province, including PPKB, BBNKB, PBBKB, PAP, and PAD from the years 2017 to 2019. The 

data analysis technique used in this study is multiple linear regression. The results of the study 

show that, partially, The Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee and Vehicle Fuel Tax have a 

positive and significant influence on the regional original revenue in the Aceh Province. 

However, the Surface Water Tax does not have a positive and significant influence on the 

regional original revenue. Nevertheless, when all the tax variables, namely The Vehicle Tax, 

Motor Vehicle Transfer Fee, Vehicle Fuel Tax and Surface Water Tax, are tested simultaneously, 

there is a positive and significant influence on the regional original revenue in the Aceh 

Province during the Period of 2017-2019. 

 

Keywords :  Local Taxes, Regional Original Revenue, Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer 

Fee, Vehicle Fuel Tax, and Surface Water Tax. 
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PENDAHULUAN 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)  terdiri dari 

hasil perolehan pajak daerah, hasil perolehan 

retribusi daerah dan juga hasil pengelolaan 

kekayaan daerah serta pendapatan lain-lain dari 

hasil pendapatan daerah yang sah. Hal ini 

dijabarkan dalan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus 

dibayar oleh individu atau organisasi kepada 

negara sesuai dengan aturan hukum yang 

mengikat, tanpa adanya pengembalian secara 

langsung. Terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak 

yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah 

pusat, serta pajak yang dikumpulkan dan dikelola 

oleh pemerintah daerah, yang juga dikenal sebagai 

pajak daerah (Karina dan Budiarso, 2016).  

Dalam konteks pelaksanaan otonomi 

disuatu daerah, daerah tersebut diberi wewenang 

untuk mengatur keuangan mereka sendiri, 

termasuk mencari sumber pendapatan yang 

berasal dari dalam daerah tersebut, yang disebut 

sebagai pendapatan asli daerah (P. Rizqy 

Ramadhan, 2019). Melalui pendapatan asli 

daerah, Pemerintah Provinsi memperoleh 

keuntungan dengan diberikan kewenangan untuk 

membiayai pelaksanaan otonomi didaerah 

tersebut. Hal ini berdasarkan potensi yang dimiliki 

oleh daerah tersebut sebagai langkah dalam 

mewujudkan desentralisasi (J. F. Ishak,  Sari,  

Dwitayanti, and  H. A. Mauluddi, 2021).   

Salah satu jenis pajak daerah yang 

merupakan sumber pendapatan daerah terbesar 

yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) merupakan pajak terhadap 

kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan 

bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau 

lebih dan beserta gandengannya yang digunakan 

dijalan umum dan digerakkan oleh peralatan 

teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain 

yang berfungsi merubah sumber daya energi 

menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat 

besar yang bisa bergerak, Karina dan Budiarso, 

(2016).  

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

mengenai PAD, hasilnya ditemukan bahwa pajak 

daerah terbukti memiliki kriteria positif  terhadap 

PAD, dimana peningkatan kontribusi pajak daerah 

berdampak positif pada peningkatan PAD (R. F. 

Meinanda and A. Y. Larassati, 2021). Hasil  

penelitian lain terkait dengan pajak daerah 

menunjukan  bahwa  PKB, BBNKB  dan PAP 

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (Agustina, Ruslinda dan Arliani, Rina, 

2015); (Fitria, 2019); (Salsabila dkk, 2022). 

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang 

mempengaruhi PAD pada Pemerintah Provinsi di 

Indonesia akan diteliti, berdasarkan research gap 

yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan manfaat praktis 

dengan membantu pengambil keputusan di 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 

dalam meningkatkan pengelolaan PAD. 

Beberapa peneliti telah melakukan 

penelitian mengenai PAD terkait dengan pajak 

daerah (P. Rizqy Ramadhan, 2019); (R. F. 

Meinanda dan A. Y. Larassati, 2021); (L. Anasta 

and N. Nengsih, 2019); (R. Usman, 2017). Dalam 

penelitian tersebut mereka mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhi jumlah pendapatan dari pajak 

yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah.  
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Peneltian ini bertujuan untuk memahami 

sejauhmana kebijakan daerah dan faktor 

kontribusi lainnya terhadap PAD melalui pajak. 

Penelitian tentang PAD ini juga dapat memberi-

kan pemahan yang lebih baik tentang efektivitas 

kebijakan perpajakan, potensi pendapatan serta 

strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah 

daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak 

daerah, Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar 

bagi pengambil kebijakan dalam merancang 

kebijakan perpajakan yang efektif dan ber-

kelanjutan dalam serta memberikan panduan bagi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD 

melalui pajak. 

 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk 

pada penerimaan yang didapatkan oleh suatu 

daerah dari sumber-sumber didalam wilayahnya 

sendiri. Penerimaan ini dikumpulkan sesuai 

dengan peraturan daerah yang berlaku dan sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku. Sektor 

pendapatan daerah memiliki peran yang sangat 

penting karena melalui sektor ini dapat dievaluasi 

sejauh mana suatu daerah dapat membiayai 

kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah  

(Baldric, 2017). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah dari 

sumber-sumber didalam wilayahnya sendiri. 

Semakin besar peranan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka 

semakin besar juga kemampuan keuangan yang 

dimiliki oleh daerah tersebut untuk melaksanakan 

kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 

2017).  

Pendapatan daerah mencakup semua 

sumber pendapatan yang diperlukan untuk 

membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan 

berbagai jenis pendapatan daerah yang sah, 

termasuk pendanaan yang diterima melalui 

transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah 

ini didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan 

keadilan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas 

dengan memperhatikan potensi yang ada didaerah 

( E. Piterdono, 2017). 

 

Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah 

satu jenis pajak yang penting dalam sistem 

perpajakan. Pungutan pajak ini digunakan untuk 

membiayai berbagai program dan kegiatan 

pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur 

jalan, transportasi, serta kepentingan umum 

lainnya. Besaran pajak kendaraan bermotor 

ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, 

dan pemilik kendaraan wajib membayar pajak 

tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

menjadi acuan utama dalam pengenaan dan 

pengelolaan pajak kendaraan bermotor di 

Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, 

terdapat ketentuan mengenai jenis kendaraan yang 

terkena pajak, tarif pajak, kewajiban pembayaran, 

serta mekanisme administrasi dan penegakan 

hukum terkait pajak kendaraan bermotor. 

  

Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pajak Aceh, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan 

atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor 
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sebagai hasil dari perjanjian dua pihak, perbuatan 

sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, 

tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan 

kendaraan ke dalam badan usaha.  

Pajak ini berlaku diwilayah Aceh. 

Pendefinisian Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga 

serupa dengan Qanun Aceh tersebut. Pajak ini 

dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan 

yang terjadi sebagai akibat dari perjanjian dua 

pihak, perbuatan sepihak, atau keadaan yang 

terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan atau pemasukan kendaraan kedalam 

badan usaha. 

BBNKB merupakan salah satu komponen 

pajak kendaraan yang harus dibayar oleh pemilik 

kendaraan saat melakukan peralihan hak 

kepemilikan. Pungutan pajak ini menjadi sumber 

pendapatan bagi pemerintah dan digunakan untuk 

membiayai berbagai kegiatan dan program yang 

berkaitan dengan sektor transportasi dan 

infrastruktur. BBNKB mulai diberlakukan sejak 

tanggal 1 Januari 1960 melalui Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

Nomor 27 Tahun 1959. Pungutan ini berlaku di 

seluruh wilayah Republik Indonesia.  

Implementasi BBNKB dilakukan sebagai 

respons terhadap adanya gejala spekulasi objek, 

yaitu kendaraan bermotor, oleh para pedagang 

kendaraan bermotor. Gejala spekulasi objek 

kendaraan bermotor oleh pedagang kendaraan 

bermotor menjadi alasan utama diberlakukannya 

pungutan ini. Hal ini dapat mengacu pada praktik 

dimana pedagang memanfaatkan perubahan 

kepemilikan kendaraan untuk memperoleh 

keuntungan finansial.  

Penerapan BBNKB bertujuan untuk 

mengatur dan mengendalikan spekulasi tersebut 

dengan memungut pajak atas setiap peralihan hak 

kepemilikan kendaraan bermotor (Samudra, 2015). 

 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB) 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan pajak 

yang dipungut atas bahan bakar kendaraan 

bermotor yang disediakan atau dianggap 

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk 

bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan 

diatas air.  

Pungutan PBBKB berlaku sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah 

setempat. Sementara itu, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang 

dikenakan atas penggunaan bahan bakar 

kendaraan bermotor. Dalam hal ini, pajak 

dikenakan pada setiap liter bahan bakar yang 

digunakan untuk menggerakkan kendaraan 

bermotor.  

Definisi PBBKB dalam Peraturan Daerah 

dan Undang-Undang tersebut memiliki persamaan 

yaitu bahwa pajak ini terkait dengan penggunaan 

bahan bakar kendaraan bermotor. Namun, 

perbedaan muncul dalam penjelasan lebih lanjut 

mengenai objek pajak, yaitu disediakan atau 

dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor 

dalam Peraturan Daerah, dan penggunaan bahan 

bakar kendaraan bermotor dalam Undang-

Undang. 
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Pungutan PBBKB bertujuan untuk 

memperoleh pendapatan bagi pemerintah yang 

digunakan untuk pembiayaan berbagai program 

dan kegiatan di sektor transportasi, infrastruktur, 

dan pelayanan publik lainnya. Tarif dan 

mekanisme pembayaran PBBKB diatur oleh 

peraturan daerah setempat, dengan memperhati-

kan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009. 

 

Pajak Air Permukaan (PAP) 

Awalnya, Pajak Air Permukaan (PAP) ini 

disebut pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan dengan tujuan untuk memungut pajak 

daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan/atau 

air permukaan. Namun, berdasarkan undang-

undang yang baru, pajak tersebut kemudian fokus 

pada objek pajak air permukaan, dimana akan 

dikenakan pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan (Mardiasmo, 2016).  

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2011, pajak air permukaan didefinisikan sebagai 

pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. Air permukaan 

merujuk pada semua jenis air yang terdapat pada 

permukaan tanah, kecuali air laut, baik itu berada 

dilaut maupun didarat.  

Pungutan pajak ini bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan daerah dari penggunaan 

dan pemanfaatan air permukaan. Pendapatan 

tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah 

untuk membiayai berbagai program dan kegiatan 

yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 

air, konservasi lingkungan, dan pengembangan 

infrastruktur terkait air. 

Ketentuan mengenai tarif dan mekanisme 

pembayaran pajak air permukaan diatur dalam 

Peraturan Daerah setempat, seperti Perda Nomor 

08 Tahun 2011. Peraturan tersebut menjelaskan 

rincian mengenai objek pajak, prosedur 

pembayaran, serta ketentuan administratif lainnya 

yang berkaitan dengan pajak air permukaan. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 

PKB memiliki peran yang signifikan dalam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini terlihat 

adanya kecenderungan dibeberapa daerah untuk 

mendorong penduduk setempat agar membeli 

kendaraan dengan nomor polisi daerahnya sendiri 

atau membaliknamakan kendaraan yang belum 

terdaftar di daerah tempat tinggalnya. Tujuan dari 

langkah ini adalah agar pajak yang dibayarkan 

oleh pemilik kendaraan tersebut dapat masuk ke 

kas daerah yang bersangkutan dan dana tersebut 

dapat digunakan untuk pembangunan daerah 

tersebut. (Samudra, 2015: 91).  

Dengan mendorong penduduk setempat 

untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi 

daerahnya sendiri, pemerintah daerah dapat 

meningkatkan penerimaan PKB yang akan 

berkontribusi pada PAD. Pajak yang dibayarkan 

oleh pemilik kendaraan tersebut akan langsung 

masuk ke kas daerah dan dapat digunakan untuk 

berbagai kegiatan pembangunan didaerah tersebut. 

Beberapa penelitian yang menyatakan 

bahwa PKB berpengaruh terhadap PAD 

(Anggraini, Arisman, dan Yunita, 2016); 

(Juliantika dan Rahardjo, 2016); (Karina dan 

Budiarso, 2016); (Wijaya, Raharjo, dan Andini, 

2016);  (Agustina dan Arliani, 2015).  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis :  
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H1 :  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi 

Aceh. 

 

2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD)  
 

BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor adalah salah satu potensial sumber 

pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk 

membiayai pembangunan. Dalam rangka meningkat-

kan efektivitas dan hasil dari pemungutan 

BBNKB, regulasi terkait telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan 

mengoptimalkan pemungutan BBNKB, pemerintah 

daerah dapat memanfaatkan potensi sumber 

pendapatan ini untuk membiayai berbagai program 

dan proyek pembangunan yang akan memberikan 

manfaat langsung bagi masyarakat dan kemajuan 

daerah secara keseluruhan (Samudra, 2015: 110). 

Penelitian yang dilakukan oleh Juliantika 

dan Rahardjo (2016), Mokoginta (2015), Wahfar, 

Hamzah dan Syechalad (2014), Sari (2013), 

menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan 

uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis:  

H2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh. 

 

3. Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor(PBBKB)  terhadap   Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 
 

Setiap tahun, jumlah kendaraan bermotor 

terus meningkat. Dengan peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor di jalan, permintaan akan 

bahan bakar kendaraan bermotor juga meningkat. 

Hal ini berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Penerapan PBBKB yang baik 

akan memungkinkan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

melalui penerimaan pajak yang diperoleh dari 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.  

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat 

memanfaatkan potensi sumber pendapatan ini 

untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, 

termasuk pembangunan infrastruktur, layanan 

publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor 

lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat secara keseluruhan (Samudra, 2015: 

124). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, 

Raharjo, dan Andini (2016) menunjukkan bahwa 

PBBKB memiliki pengaruh terhadap PAD. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan 

menerapkan PBBKB yang efektif, pemerintah 

daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak 

dari sektor bahan bakar kendaraan bermotor. 

Pajak yang dikenakan pada penggunaan bahan 

bakar kendaraan bermotor dapat menjadi sumber 

pendapatan yang signifikan bagi pemerintah 

daerah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk 

mendukung berbagai program dan kegiatan 

pembangunan daerah. Berdasarkan uraian diatas 

dapat dirumuskan hipotesis:  

H3 : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB)) berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh. 

 

4. Pengaruh Pajak Air Permukaan (PAP) 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 

Pajak Air Permukaan memiliki potensi 

pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Pajak ini dikenakan atas pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air permukaan disuatu 
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daerah. Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah, 

penerimaan dari pajak ini dapat menjadi salah satu 

komponen yang signifikan. Dengan diterapkannya 

Pajak Air Permukaan yang efektif, pemerintah 

daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak 

dari sektor pengambilan dan pemanfaatan air 

permukaan. Penerimaan ini dapat digunakan 

untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, serta penyediaan layanan 

publik kepada masyarakat (Delima dkk, 2022). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Suhayati dan Irawan (2011:328); (Delima 

dkk, 2022), ditemukan bahwa Pajak Air Permukaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Artinya, penerimaan 

pajak dari sektor pengambilan dan pemanfaatan 

air permukaan memberikan kontribusi yang 

penting bagi Pendapatan Asli Daerah suatu 

wilayah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh 

Lina (2018:21) menunjukkan hasil yang berbeda. 

Menurut peneliti tersebut, Pajak Air Permukaan 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebijakan 

pemungutan pajak yang kurang efektif, rendahnya 

aktivitas pengambilan dan pemanfaatan air 

permukaan atau adanya faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi hubungan antara pajak air 

permukaan dan pendapatan daerah. Berdasarkan 

uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis:  

H4 : Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Provinsi Aceh. 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, 

maka dapat disusun kerangka pemikiran pada 

gambar dibawah ini. 

  

Gambar 1 

Kerangka Penelitian 

 

 
 

H1 

 
 

H2 

 

 

H3 

 

 
 

 

H4 

 
H5   

 

METODE PENELITIAN 

Populasi adalah mencakup seluruh unsur dari 

karakteristik observasi yang diamati Augustine 

dan Kristaung (2013:76). Populasi dalam 

penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak  

daerah dan PAD Provinsi Aceh periode tahun 

2017-2019. Menurut (Augustine dan Kristaung, 

2013:05), Sampel adalah sebuah pengamatan 

yang melalui beberapa proses dalam memilih 

bagian yang mendasari  dari hal yang dimiliki 

populasi yang diamati tersebut.  

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan 

pemungutan PAD, PKB, BBNKB, PBBKB dan  

PAP periode tahun 2017-2019. Sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh 

secara langsung dari Badan Pengelolan Keuangan 

Aceh yaitu berupa data realisasi mengenai PAD, 

PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP di Provinsi 

Aceh.  

Penelitian ini menggunakan model regresi 

berganda. Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini diolah menggunakan program Statistical 

Package for Sosial Science (SPSS) Versi 2022  

untuk dilakukan pengujian pengaruh semua 

variabel independen  terhadap variabel dependen. 

Pajak Kendaraan 

Bermotor 

 (X1) 

 

Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

(X2) 

 

Pendapatan Asli 

Daerah 

(Y) 

Pajak Air Permukaan 

(X4)  

Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor 

(X3) 
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Model regresi menunjukkan arah hubungan 

antar variabel. Pengujian dugaan dapat mengguna-

kan uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara simultan dan parsial.  

Sekaran, (2016) menyatakan  bahwa uji t 

digunakan untuk menentukan apakah variabel 

independen mempunyai pengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. Uji statistik F 

menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang terdapat dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen. 

Untuk memenuhi persyaratan penggunaan model 

regresi dilakukan uji multikoliniearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji normalitas.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Untuk memastikan apakah model regresi 

yang akan digunakan memenuhi kriteria, 

diperlukan serangkaian pengujian yang meliputi : 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas ini secara praktis dapat 

dilakukan melalui pembuatan grafik normal 

probability plot. Grafik dapat dilihat seperti 

gambar berikut ini: 

Gambar 2. 

Hasil Pengujian Normalitas 

 

Sumber : Data  diolah tahun 2022  

Berdasarkan Gambar 1 yang ditas, pola 

grafik menunjukkan penyebaran titik-titik di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk 

mengukur tingkat korelasi antara variabel 

independen dalam model regresi. Jika terdapat 

dua variabel independen yang memiliki korelasi 

yang kuat, maka ada indikasi adanya 

multikolinieritas pada variabel tersebut. 

Tabel 1 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 
Sumber:Data diolah tahun 2022  

Berdasarkan nilai VIF diketahui nilai VIF 

sebesar 9,585;3,991;5,083 dan 1,281 yang berarti 

kurang < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan 

tidak terjadi multikolineritas. 

 

3. Uji Auto Korelasi  

Uji autokorelasi dalam konteks model 

regresi linear digunakan untuk menguji apakah 

terdapat penyimpangan dari asumsi klasik 

mengenai autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan lain dalam model regresi. 

Tabel 2 

Hasil Uji Auto Korelasi 

Sumber: Data diolah, 2022 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 

hasil perhitungan nilai Durbin Waston sebesar 

3,432 yang berarti nilai di antara d > 4 - dl dimana 

dl= 0,9864 dan 4-dl = 3,0136. Hal ini menunjukan 

terjadi autokorelasi. 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi adanya ketidak-

kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. 

Gambar 3 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Sumber: Data diolah tahun 2022 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui 

bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak 

jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk mendapatkan informasi tentang 

pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, digunakan analisis regresi linear 

berganda.  Berdasarkan hasil perhitungan mengguna-

kan perangkat lunak SPSS, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3   

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 
Sumber : Data diolah, 2022 

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui 

persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y = -4.2541 + 0.913 X1 + 1.181 X2 + 1.180 X3 + 3.719 X4 + e 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka    

hasil koefisien regrasi dapat diinterprestasikan 

sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta sebesar -4.2541 menyatakan 

bahwa jika nilai variabel PKB (X1), BBNKB 

(X2), PBBKB (X3), dan PAP (X4) dianggap  nol 

(0) maka nilai Pendapatan Asli Daerah (Y)  

sebesar -4.2541. Dengan kata lain bahwa pada   

saat variabel PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP   

tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka 

besarnya Pendapatan Asli  Daerah  di  Provinsi  

Aceh sebesar -4.2541 rupiah dengan asumsi 

faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.  

2. Nilai koefisien regresi dari Pajak Kendaraan 

Bermotor sebesar 0.913 menunjukkan bahwa   

terdapat pengaruh positif antara variabel Pajak 

Kendaraan Bermotor (X1) terhadap Pendapatan  

Asli Daerah (Y) sebesar 0.913. Hal ini berarti 

apabila variabel independen Pajak Kendaraan 

Bermotor (X1) naik sebesar 1 rupiah dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan,   

maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0.913 rupiah.  

3. Nilai koefisien regresi dari Pajak Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor 1.181 menunjuk-

kan bahwa terdapat pengaruh positif antara   
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variabel Pajak Bea Balik Nama Kendaraan   

Bermotor (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah  

(Y) sebesar 1.181. Hal ini berarti apabila  

variabel independen Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (X2) naik sebesar 1 rupiah 

dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya   

konstan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah 

(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1.181 

rupiah.  

4. Nilai koefisien regresi dari Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor sebesar 1.180 menunjuk-

kan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) 

sebesar 1.180. Hal ini berarti apabila variabel 

independen Pajak Bahan Bakar Kendaraan  

Bermotor (X3) naik sebesar 1 rupiah dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, 

maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 1.180 rupiah.  

5. Nilai koefisien regresi dari Pajak Air Permukaan 

sebesar 3.719 menunjukkan bahwa terdapat   

pengaruh positif antara variabel Pajak Air 

Permukaan (X4) terhadap Pendapatan Asli  

Daerah (Y) sebesar 3.719. Hal ini berarti  apabila 

variabel independen Pajak Air Permukaan (X4) 

naik sebesar 1 rupiah dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya konstan, maka variabel   

Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 3.719 rupiah.  

 

Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini uji hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Uji t 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan 

seberapa jauh sebuah variabel independen secara  

individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel  

dependen. Pengujian dilakukan dengan mengguna-

kan test signifikansi 0,05 dan untuk degree of 

freedom (df) = n-k 

Tabel 4 

Hasil Uji t 

 
Sumber : Data diolah tahun 2022 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4 diatas, 

diperoleh thitung dari masing-masing variabel bebas. 

Selanjutnya thitung penelitian dibandingkan dengan 

ttabel dengan tingkat signifikansi  0,05  dan  derajat  

kebebasan  (df)=n–k, 10 –3=7 diperoleh  ttabel  =  

1,895. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 

Hasil pengujian untuk variabel Pajak  Kendaraan  

Bermotor (X1) diperoleh thitung 6,620 > ttabel 1,895  

sedangkan untuk signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga  

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1)  

diterima. Hal ini berarti Pajak Kendaraan Bermotor 

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

 

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Hasil  pengujian  untuk  variabel  Pajak Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) diperoleh   

thitung 8,521  > ttabel 1,895 sedangkan untuk signifikansi  

0,000 < 0,05  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  

hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini berarti 

Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Hasil pengujian untuk variabel Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor (X3) diperoleh thitung 

7,793 > ttabel 1,895 sedangkan untuk signifikansi  

0,000 < 0,05  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  

hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini berarti  

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

 

4. Pajak Air Permukaan 

Hasil pengujian untuk variabel Pajak Air 

Permukaan (X4) diperoleh thitung -0,583<ttabel 1,895. 

Sedangkan untuk signifikansi 0,567>0,05 sehingga  

dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4)  

tidak dapat diterima (ditolak). Hal ini berarti Pajak 

Air Permukaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

2. Uji F 

Tabel 5 

Hasil Uji F 

 
Sumber : Data di olah tahun 2022 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 5  diatas, 

menunjukkan bahwa Fhitung 1449,879 > Ftabel  4,737 

dengan signifikansinya 0,000<0,05, artinya ada  

pengaruh atau hubungan yang signifikan antara  

Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Pajak Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (X2), Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor (X3) dan Pajak Air 

Permukaan (X4) secara simultan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (Y). 

3. Koefisien Determinasi RSquare 

Berikut ini tabel hasil koefisien determinasi  

antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik  

Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan 

Asli Daerah adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Sumber : Data di olah tahun 2022 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi 

pada tabel 6 diatas, diperoleh angka RSquare 

sebesar  0,997 atau 99,7%.  Hal  ini  berarti 99,7%  

sumbangan  pengaruh  variabel independen  yaitu 

PKB, PBBKB, BBNKN dan PAP terhadap PAD,  

sedangkan sisanya 0,3% dipengaruhi oleh faktor  

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

Variabel lain yang mempengaruhi seperti Pajak 

Rokok 

 

Pembahasan 

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 
 

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah  

satu unsur yang terdapat dalam pajak provinsi, 

sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis 

pajak daerah. Pada penelitian ini mendapatkan 

hasil analisis hipostesis (H1) diterima, sehingga 

Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

dengan nilai hasil uji thitung 6,620 >  ttabel 1,895 dan 

nilai Sig t sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. 

Adanya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi 

Aceh menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi 

aktif dalam upaya mempermudah pelayanan 

kepada masyarakat terkait pembayaran Pajak 
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Kendaraan Bermotor. Langkah-langkah seperti 

pemutihan pajak, Samsat keliling, Gerai Samsat, 

Samsat Drive-Thru, E-Samsat dan lain-lain telah 

disediakan untuk memudahkan pembayaran pajak 

kendaraan. 

Kemudahan yang disediakan tersebut telah 

berkontribusi pada peningkatan penerimaan peng-

hasilan dari Pajak Kendaraan Bermotor di 

Provinsi Aceh setiap tahunnya. Bahkan, 

pendapatan tersebut melebihi target yang telah 

ditetapkan. Dengan meningkatnya pendapatan 

dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli 

Daerah di Provinsi Aceh juga meningkat.  

Dengan adanya peningkatan pendapatan 

dari Pajak Kendaraan Bermotor, Provinsi Aceh 

dapat meningkatkan kemandirian daerah dan 

mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah 

pusat. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-

langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

dalam mempermudah pembayaran pajak kendaraan 

telah memberikan dampak positif pada per-

ekonomian dan keuangan daerah. 

Dalam mendukung hal tersebut, terdapat 

beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 

Natalia Ester Rompis et al. (2015), Margaretha 

Anggraini et al. (2015), Musdalifah (2020), Niken 

Anggraini (2020), Novia Larashati (2020), serta 

Djodi Setiawan dan Mia Isporima (2021). 

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Namun, terdapat penelitian yang dilakukan oleh 

Jumardi Amir (2015) yang menunjukkan hasil 

bahwa Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Yani Rizal dan Miftahul Hidayah (2018) juga 

memberikan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor 

kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan 

hasil penelitian yang menunjukkan variasi dalam 

pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, perlu 

lebih lanjut melakukan analisis dan studi yang 

komprehensif untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai hubungan antara 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli 

Daerah di Provinsi Aceh. 
 

2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah 
 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam 

pajak provinsi, sebagaimana disebutkan pada  

penjelasan jenis pajak daerah. Pada penelitian ini 

mendapatkan hasil analisis hipostesis (H2) diterima,  

sehingga PBBNK berpengaruh secara signifikan  

terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai  

hasil uji thitung 8,521> ttabel 1,895 dan nilai Sig t 

sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Adanya 

pengaruh PBBNK terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini  

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh  

Margaretha  Anggraini,  dkk  (2015)  dan  Novia  

Larashati (2020) yang menyatakan bahwa Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.   

Penerimaan dari PBBNKB di Provinsi Aceh 

setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dengan 

terjadi peningkatan dan penurunan yang relatif 

kecil. Hal ini tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

Aceh. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini 

adalah adanya masyarakat yang membeli kendaraan 
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bekas namun tidak melakukan perubahan 

kepemilikan kendaraan tersebut.  

Hal ini berkontribusi pada peningkatan 

penggunaan kendaraan bermotor dari luar daerah. 

Selain itu, terdapat beberapa objek pungutan yang 

belum dapat terjangkau karena kendala peraturan 

yang tidak memungkinkan untuk memberlakukan 

pungutan terhadap objek pajak kendaraan bermotor 

dari luar daerah yang secara nyata telah dikuasai 

atau dimiliki dan beroperasi di wilayah Provinsi 

Aceh. Namun, terdapat penelitian yang dilakukan 

oleh Nurul Aliyah (2019) dan Niken Anggraini 

Pangesti (2020) yang memberikan hasil yang 

berbeda. Penelitian-penelitian tersebut menunjuk-

kan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Dalam konteks ini, terdapat variasi hasil 

penelitian yang menunjukkan perbedaan dalam 

pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam 

dan studi lanjutan untuk memahami secara lebih 

komprehensif hubungan antara Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 

di Provinsi Aceh. 

 

3. Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah 
 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam  

pajak provinsi, sebagaimana disebutkan pada  

penjelasan jenis pajak  daerah. Pada penelitian ini 

mendapatkan hasil analisis hipostesis (H3) diterima,  

sehingga  PBBKB berpengaruh  secara  signifikan  

terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  nilai  

hasil  uji  thitung 7,793 > ttabel 1,895 dan nilai Sig t 

sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini  

menunjukkan adanya pengaruh PBBNK terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh. 

Hasil penelitian ini mendapatkan dukungan 

dari penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah 

(2020), yang menyatakan bahwa Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Namun, terdapat perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riama 

Evi Aprianti (2013), dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan pengaruh yang positif namun tidak 

signifikan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti 

tingginya konsumsi bahan bakar kendaraan 

bermotor yang disebabkan oleh pertumbuhan 

penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi.  

Dalam konteks ini, penelitian Ferdiansyah 

(2020) memberikan pemahaman bahwa Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Namun, perlu diingat 

bahwa hasil penelitian dapat bervariasi dan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang perlu 

dipertimbangkan dalam analisis lebih lanjut. 

 

4. Pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 
 

Pajak air permukaan merupakan  salah  satu  

unsur yang terdapat dalam pajak provinsi,  

sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis  

pajak  daerah. Pada penelitian ini mendapatkan  

hasil analisis hipostesis (H4) tidak diterima,  

sehingga PAP tidak berpengaruh secara signifikan  

terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  nilai  

hasil  thitung -0,583 < ttabel 1,895 dan nilai Sig t 

sebesar 0,567 lebih besar dari 0,05. Tidak adanya 

pengaruh PAP terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Provinsi Aceh. 
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Hasil penelitian ini mendapatkan dukungan 

dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

Lina (2018:21), yang menyatakan bahwa Pajak Air 

Permukaan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, 

terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Delima dkk. 

(2022) dan Suhayati dan Irawan (2011:328), yang 

menemukan bahwa variabel Pajak Air Permukaan 

memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah.   

Dalam konteks ini, terdapat variasi hasil 

penelitian yang menunjukkan perbedaan dalam 

pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh 

perbedaan konteks, metodologi penelitian atau 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Oleh karena 

itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam dan 

pemahaman yang komprehensif untuk memahami 

hubungan antara Pajak Air Permukaan dan 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa:  

1. Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah.  

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah.  

4. Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

5. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 
 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini 

adalah beberapa saran yang dapat diambil untuk 

memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah: 

1. Meningkatkan pendataan dan identifikasi objek 

pajak. Diperlukan upaya untuk melakukan 

pendataan yang komprehensif terhadap objek 

pajak, termasuk kendaraan bermotor dan sumber 

pendapatan lainnya. Hal ini akan memastikan 

bahwa potensi pajak yang ada dapat 

teridentifikasi dengan baik. 

2. Memperkuat pemungutan pajak. Dinas 

Pendapatan perlu memperkuat sistem 

pemungutan pajak dengan melibatkan teknologi 

yang memudahkan proses pembayaran dan 

pemantauan. Penerapan teknologi dapat 

meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam 

pemungutan pajak. 

3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak: Perlu 

dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada 

wajib pajak tentang pentingnya memenuhi 

kewajiban perpajakan. Informasi yang jelas dan 

mudah diakses serta kampanye edukasi dapat 

membantu meningkatkan kesadaran wajib 

pajak. 

4. Mengoptimalkan penegakan hukum perpajakan. 

Diperlukan penegakan hukum yang efektif 

terhadap pelanggaran perpajakan. Hal ini akan 

memberikan sinyal yang kuat kepada wajib 

pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. 
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